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ABSTRAK 

Penelitian ini berawal dari keluarnya Surat Edaran Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri yang 

mengatur masa tunggu seorang laki-laki setelah perceraian agar tidak melakukan 

poligami terselubung yang tidak diperbolehkan Kemenag RI. Ketentuan ini 

mengalami problematika ketika berhadapan kasus permohonan nikah duda dalam 

masa syibhul ‘iddah dengan wanita lain yang dihamilinya usia kandungan tujuh 

bulan, sehingga menimbulkan dilema antara menerima demi perlindungan anak 

atau menolaknya dengan berpegangan pada ketentuan surat edaran yang berlaku. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan memfokuskan 

identifikasi pandangan penghulu di Yogyakarta terhadap kebijakan penolakan 

permohonan nikah duda dalam masa syibhul ‘iddah dengan perempuan lain hamil 

tujuh bulan. Teori yang digunakan peneliti yakni teori keadilan hukum Gustav 

Radbruch dan maṣlaḥah mursalah. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field 

research) dengan data primer berupa wawancara terhadap empat penghulu KUA di 

Yogyakarta. Selain itu, penelitian menggunakan data sekunder berupa jurnal, buku, 

skripsi, peraturan dan sumber relevan lainnya. Analisis data penelitian 

menggunakan kualitatif dengan metode induktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, para penghulu mempunyai 

pandangan yang beragam terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah yang 

terlihat pada penghulu KUA Banguntapan, KUA Prambanan, dan KUA Mantrijeron 

yang mendukung kebijakan penolakan dengan alasan kepatuhan SE sebagai 

Penghulu, melindungi kehormatan dan etika terhadap mantan istri, 

mengoptimalkan fungsi SE, serta memberikan solusi hukum terhadap anak yang 

akan dilahirkan. Selain itu, KUA Mantrijeron memberikan dukungan namun 

mengarahkan agar diupayakan menikah melalui penetapan pengadilan. Berbeda 

dengan penghulu KUA Umbulharjo yang menolak/resisten terhadap kebijakan 

penolakan permohonan nikah dengan dasar bahwa SE sebagai himbauan dan tidak 

mengikat, menjaga kemaslahatan anak melalui maqāṣid syarī‘ah, SE syibhul ‘iddah 

yang tidak memiliki dasar dalam fiqh klasik, dan melindungi kepastian status 

hukum dan perlindungan anak. Kedua, pandangan penghulu terhadap kebijakan 

penolakan permohonan nikah dalam perspektif keadilan hukum Penghulu yang 

mendukung penolakan menekankan kepastian hukum administratif dan 

perlindungan mantan istri, tetapi dinilai parsial karena berpotensi mengabaikan hak 

dan kepastian status hukum anak. Sebaliknya, penghulu yang resisten kebijakan 

penolakan menekankan keadilan substantif, kemanfaatan hukum, perlindungan 

anak sebagai subjek paling rentan, serta keselarasan hierarki peraturan. Dalam 

perspektif maṣlaḥah mursalah, pandangan penghulu yang resisten lebih sejalan 

karena menempatkan kemaslahatan secara komprehensif melalui prinsip ḥifẓ al-

nasl dan ḥifẓ al-nafs serta pencegahan mafsadat yang lebih besar. 

Kata Kunci : Problematika Syibhul ‘iddah, Pandangan Penghulu, keadilan hukum, 

maṣlaḥah mursalah 
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ABSTRACT 

This research originated from the issuance of Circular Letter Number P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage during the Wife's ‘iddah Period, 

which regulates the waiting period for a man after divorce so that he does not 

engage in covert polygamy, which is not permitted by the Indonesian Ministry of 

Religious Affairs. This provision faced problems when dealing with a case of a 

widower requesting to marry another woman whom he had impregnated for seven 

months during his syibhul ‘iddah period, thus creating a dilemma between 

accepting it for the sake of protecting the child or rejecting it by adhering to the 

provisions of the applicable circular letter. 

This study uses a normative-empirical approach, focusing on identifying the views 

of religious officials in Yogyakarta on the policy of rejecting a widower's request to 

marry another woman who is seven months pregnant during the syibhul 'iddah 

period. The theories used by the researcher are Gustav Radbruch's theory of legal 

justice and maṣlaḥah mursalah. This research is a field research with primary data 

in the form of interviews with four KUA religious leaders in Yogyakarta. In 

addition, the research uses secondary data in the form of journals, books, theses, 

regulations, and other relevant sources. The research data analysis is qualitative 

using inductive methods. 

The results of this study show that: First, the penghulu have diverse views on the 

policy of rejecting marriage applications, as seen in the penghulu of the 

Banguntapan KUA, Prambanan KUA, and Mantrijeron KUA, who support the 

rejection policy on the grounds of compliance with the SE as Penghulu, protecting 

the honor and ethics of the ex-wife, optimizing the function of the SE, and providing 

a legal solution for the child to be born. Additionally, the Mantrijeron KUA 

provided support but directed that marriage be pursued through a court ruling. In 

contrast, the Umbulharjo KUA penghulu rejected/resisted the policy of rejecting 

marriage applications on the grounds that the SE was an appeal and not binding, 

that it was in the best interests of the child through maqāṣid syarī‘ah, that the SE 

syibhul ‘iddah had no basis in classical fiqh, and that it protected legal certainty and 

the protection of children. Second, the head of the KUA's view of the policy of 

rejecting marriage applications from the perspective of legal justice The head of the 

KUA who supports the rejection emphasizes administrative legal certainty and the 

protection of the ex-wife, but is considered partial because it has the potential to 

ignore the rights and legal certainty of the child. Conversely, religious leaders who 

resist the rejection policy emphasize substantive justice, legal benefits, protection 

of children as the most vulnerable subjects, and harmony in the hierarchy of 

regulations. From the perspective of maṣlaḥah mursalah, the views of the religious 

leaders who resist are more in line because they place comprehensive benefits 

through the principles of ḥifẓ al-nasl and ḥifẓ al-nafs as well as the prevention of 

greater mafsadat. 

Keywords: Syibhul ‘iddah Issues, KUA Officials’ Perspectives, Legal Justice, 

maṣlaḥah mursalah 
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SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI 



v 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
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MOTTO 

 

َ بِمَا كُنْتُُْ تعَُلِٖمُوْنَ الكِْتٰبَ وَبِمَا كُنْتُُْ تدَْرُسُوْنَ   نِيّٖن  كُوْنوُْا رَبَّا

 

“Jadilah kamu para pengabdi Allah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan 

mempelajarinya” 

QS. Ali Imran ayat 79 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi Arab–Latin digunakan untuk mengalihkan huruf Arab ke 

huruf Latin secara baku dalam penulisan karya ilmiah. Di Indonesia, 

penggunaannya mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, yang menjadi pedoman resmi dalam menjaga konsistensi 

dan ketepatan penulisan istilah Arab. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ẑal Ẑ Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) ض
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 Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik (di atas)‘ ع 

 Gain G Ge غ 

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك 

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن 

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

 ditulis Rabbana ربنّا 

 ditulis Nazzala نزّل

 

C. Ta’ Marbûṭah di akhir kata  

1. Huruf ta’ marbûṭah di akhir kata bila dimatikan ditulis h 

 ditulis hikmah حكمة 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah 

maka ditulis dengan h 

 ’ditulis karâmah al-auliyâ كرامة الأولياء 

 

D. Vokal Pendek 
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ل
َ
 Fatḥah a قت

 Kasrah i كرِه

 Ḍammah u كرُم

 

E. Vokal Panjang 

اء  
َ
 Fatḥah + alif ā لِق

م  
ْ
 Kasrah + ya’ mati ī كرِي

وْر  
ُ
 Ḍammah+ wāwu mati û غف

 

F. Vokal Rangkap 

  ْ ي 
َ
 Fatḥah + ya’ mati ai خ

 
 
وْق

َ
 Fatḥah + wāwu mati au ش

 

G. Kata Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis a’antum أ أنتم 

ت 
ّ
 ditulis u’iddat أعد

  

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

 ditulis al-Qur’ān القرآن

 ditulis al-Qiyās القياس 

 ditulis ar-Risālah الرسالة

 ’ditulis an-Nisā النساء

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي 

 ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة 
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J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:  

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat 

dan sebagainya.  

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan 

oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Figh Jinayah 

dan sebagainya.  

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, 

Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.  

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan adalah akad atau ikatan lahir batin antara pasangan seorang laki-

laki dan perempuan yang menjadikan salah satu ibadah sunnah Rasulullah 

demi memperoleh suatu ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan dan 

mewujudkan keluarga yang bahagia,1 akan tetapi tidak semestinya dalam 

pernikahan terus berjalan dengan lancar, banyak hambatan ataupun 

rintangan, dan menimbulkan perpecahan yang disebabkan oleh beberapa 

keadaan, sehingga timbullah perceraian. 

Perceraian atau disebut dengan Putusnya perkawinan yang 

merupakan istilah dalam Undang-undang perkawinan atau Kompilasi 

Hukum Islam yang menjelaskan suatu berakhirnya dan lepasnya ikatan 

antara suami dan istri dalam pernikahannya, putusnya perkawinan terjadi 

dalam beberapa keadaan siapa yang menjatuhkan/berkehendak atas 

putusnya perkawinan tersebut. Hal ini terdapat 4 keadaan terhadap putusnya 

perkawinan : 

1. Putusnya perkawinan atas kematian salah satu pasangan suami istri atas 

kehendak allah SWT yang hal ini menjadikan pernikahan putus secara 

sendirinya 

2. Putusnya Perkawinan atas keinginan suami yang disebut cerai talak 

 
1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1). 
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dengan alasan tertentu yang merugikan suami dan dinyatakan dengan 

ungkapan yang mengakibatkan berakhirnya status pernikahan 

3. Putusnya perkawinan atas keinginan istri dengan tidak senangnya 

perilaku yang memberikan dampak buruk dan alasan yang lainnya 

dengan menyatakan melalui ungkapan atau perkataan, hal ini disebut 

dengan cerai gugat 

4. Putusnya perkawinan atas putusannya hakim sebagai pihak ketiga atas 

hal yang merusak akad nikah serta menjadikan pembatalan dan 

mengakhiri pernikahan akibat yang ditimbulkan oleh pasangan suami 

istri dengan sebutan fasakh (فسخ).2 

Perceraian yang semakin banyak dan meningkat merupakan 

permasalahan yang penting dalam perkawinan di indonesia, menurut 

laporan statistik indonesia terjadinya kasus perceraian 463.654 kasus  

sepanjang tahun 2023, angka ini turun dari tahun sebelumnya 2022 dengan 

516.334 kasus perceraian. Walaupun terlihat turun angkanya, namun kasus 

sebelumnya sejak tahun 2020 sampai 2023 ini terus meningkat sehingga 

angka perceraian ini masih tinggi di indonesia.3 

Perceraian antara suami dan istri mendatangkan adanya kewajiban 

‘iddah (العدة) atau masa tunggu. Masa tunggu atau penantian bagi seorang 

 
2 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam (Tangerang: Tira 

Smart Anggota IKAPI, 2019),hlm. 123-189.  

3 "Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi | Databoks," 

https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3b83cbbe88dc1e1/kasus-perceraian-di-

indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi, diakses 1 Juni 2025. 

https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3b83cbbe88dc1e1/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi
https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3b83cbbe88dc1e1/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi
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wanita yang bercerai untuk mengetahui kebersihan kandungan dalam 

rahimnya, perenungan ibadah, ataupun turut berduka atas meninggal 

suaminya arti dari ‘iddah (العدة).4 Kewajiban ‘iddah (العدة) hanya pada 

seorang istri yang ditalak ketika sudah berhubungan intim baik itu qubul 

(lubang kemaluan) atau dubur (anus), lain halnya ketika belum 

berhubungan maka tidak ada ‘iddah.5  

Dasar ayat Al-Qur’an yang menjelaskan seorang yang diceraikan 

menjalankan ‘iddah yakni dalam firman allah swt surat al-baqarah/2 :228 : 

ن   والمطلقات يتربصن بأ نفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أ ن يكتمن ما خلق الله في أ رحامهن ا 

ن أ رادوا ا صلاحا ولهن مثل  كن يؤمن بَّلله واليوم الآخر وبعولتهن أ حق بردهن في ذلك ا 

 الذي عليهن بَّلمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
 
ࣖ ۝٢٢٨6  

Penjelasan ayat ini merupakan fungsi ‘iddah bukan hanya 

menunjukkan menjaga kebersihan rahim, namun dalam konteks kali ini 

yakni talak raj’i (طلاق رجعي) yang dimana suami dapat merujuk kembali 

istri yang sudah ditalaknya hal ini ‘iddah juga memberikan waktu 

kesempatan bagi suami dalam mempertimbangkan keputusannya, lanjut 

mentalak (cerai) atau rujuk (kembali), sekaligus mengintropeksi dan 

merenungkan perbuatan kedua belah pihak yang sudah dilakukan. Selain 

 
4 Ahmad bin Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu’in, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.) 

hlm. 365. 

5 Ibid. 

6 QS. Al-Baqarah (2): 228. 
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hal itu, menjaga kedua pasangan untuk tidak tergesa-gesa menikah dengan 

orang lain karena hal ini tindakan yang kurang baik dimana hal itu bisa 

didorong oleh emosi atau ego, bukan pertimbangan yang matang.7 

Kompilasi Hukum Islam pasal 170 menyebutkan bahwa seorang 

istri yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa berkabung (ihdad) 

dengan lamanya 3 quru’ atau tiga kali sucian sebagai rasa turut berduka cita 

sekaligus menjaga dirinya dari hal fitnah, namun seorang suami yang 

ditinggal istrinya meninggal juga melakukan masa berkabung (ihdad), 

dengan hal ini waktu tunggu tidak hanya bagi wanita saja.8 

Munculnya ‘iddah selain disebabkan meninggal juga karena 

perceraian (talak), ada beberapa jenis talak yang diperbolehkan atau 

tidaknya bekas suami merujuk kepada istrinya, yakni : 

1. Ṭalāq raj‘ī (طلاق رجعي) adalah talak yang memperbolehkan hak untuk 

suami merujuk kembali istrinya, dengan dijatuhkan talak menggunakan 

ucapan tertentu serta istri sudah benar-benar digauli (jimak) 

2. Ṭalāq bā’in (بائن  adalah talak yang tidak bisa kembali kepada (طلاق 

istrinya tanpa melakukan akad pernikahan baru yakni talak yang jatuh 

tiga kali, talak yang diminta oleh istri kepada suaminya (khulu’). Talak 

bain terbagi dua macam yaitu : 

a. Ṭalāq bā’in sughrā (بائن صغرى  yaitu talak yang tidak boleh (طلاق 

 
7 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid 1 

(Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 448. 

8 Kompilasi Hukum Islam, pasal 170 ayat (1) dan (2) 
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rujuk kepada istrinya, namun diperbolehkan kembali dengan akad 

nikah baru tanpa melalui muhallil, seperti halnya talak yang 

dijatuhkan sebelum istri digauli dan talak yang diminta oleh istri 

kepada suaminya (khulu’) 

b. Ṭalāq bā’in kubrā (طلاق بائن كبرى) yaitu talak yang tidak bisa dirujuk 

ataupun adanya akad nikah baru kecuali dengan melalui muhallil 

dimana mantan istri sudah nikah dengan laki-laki lain dan pernah 

digauli kemudian terjadi perceraian dan selesai masa ‘iddah-nya.9 

Lantas dalam talak seorang mantan suami hendak langsung menikah 

lagi namun mantan istrinya masih menjalani ‘iddah-nya, hal ini 

Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam mengeluarkan surat edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

tentang Pernikahan dalam Masa ‘iddah Istri, surat ini berguna dalam 

mengatur terjadinya praktik seorang suami yang hendak menikah kembali 

dalam masa ‘iddah mantan istrinya10 atau yang biasa disebut poligami 

terselubung atau poligami liar yang tidak diperbolehkan oleh Kemenag RI. 

Surat edaran ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi dan layanan Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada diseluruh 

indonesia merupakan bagian penting pada proses pencatatan pernikahan.11 

 
9 Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 2 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 

hlm. 11.  

10 Kemenag, “Syibhul ‘iddah Sebagai Ijtihad Kemanusiaan,” 

https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-

geZiR, diakses 15 Juni 2025. 

11 Ibid. 

https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR
https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR
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Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terdapat setidak-tidaknya ada 5 (lima) poin 

yang mengatur pernikahan dalam masa ‘iddah12, pernikahan seorang suami 

dan perempuan yang berstatus duda/janda dapat dicatatkan dengan 

keharusan adanya yang bersangkutan telah resmi bercerai dengan bukti akta 

cerai yang dikeluarkan dari pengadilan agama. Apabila seorang suami 

(duda) hendak menikah dengan wanita lain dapat dicatatkan hanya ketika 

masa ‘iddah bekas istri sudah selesai masa ‘iddah-nya,13 hal ini 

menunjukkan seorang suami memiliki masa tunggu (Syibhul ‘iddah) 

terhadap bekas istrinya agar tidak serta merta suami menikah lagi tanpa 

mempertimbangkan keadaan mantan istrinya. 

Penerapan surat edaran ini dalam praktiknya menimbulkan beberapa 

persoalan hukum yang cukup kompleks, terutama ketika suami sedang masa 

syibhul ‘iddah (العدة  hendak menikahi wanita yang dihamilinya. Surat (شبه 

edaran yang bertujuan menghindari poligami terselubung dengan 

memberikan ‘iddah pada suami. Namun, secara tidak langsung 

memperlihatkan hambatan terhadap perlindungan anak pada wanita hamil.14 

Oleh karena itu, Penulis akan meneliti problematika dengan melakukan 

 
12 Ibid. 

13 Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-

005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘iddah Istri (Jakarta: Ditjen Bimas 

Islam, 2021) 

14 Hasil observasi penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Banguntapan, 

Kabupaten Bantul, 15 Juni 2025. 
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penelitian dari sudut pandang para penghulu dalam menginterpretasikan dan 

menilai problematika Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terkhususnya dalam kasus penelitian ini. 

Penghulu merupakan pegawai pencatatan nikah yang bertugas dan 

tanggung jawab secara penuh dalam penerimaan permohonan nikah yang 

tentunya memahami pengetahuan yang luas mengenai hukum agama 

pernikahan termasuk dalam masalah ‘iddah. penghulu melakukan 

pengawasan setiap pernikahan/rujuk agar sesuai menurut norma-norma 

agama islam serta peraturan pernikahan/rujuk. Selain itu, penghulu berperan 

dalam menasihati dan konsultasi terkait pernikahan serta membina keluarga 

yang sakinah. Oleh karena itu, pandangan penghulu mencerminkan nilai-

nilai agama dan hukum indonesia yang dapat berperan dalam 

mengidentifikasikan problematika syibhul ‘iddah (العدة  Pandangan .(شبه 

penghulu dapat menambah wawasan secara komprehensif dalam 

mengimplementasikan aturan hukum yang sesuai dan tepat dalam 

permasalahan pernikahan ataupun ‘iddah. 

Berdasarkan pengamatan penulis pada Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kapanewon Banguntapan, ditemukan problematika mengenai Surat 

Edaran Dirjen Bimas Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, 

yakni adanya permohonan nikah seorang duda dalam masa syibhul ‘iddah 

العدة)  yang menghamili seorang perempuan yang usia kehamilannya (شبه 

sudah 7 bulan, laki-laki tersebut seorang duda yang baru saja cerai dengan 
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mantan istrinya yang berarti masih dalam masa ‘iddah mantan istri tersebut 

atau disebut masa syibhul ‘iddah.15 

Gap problem pada kasus yang penulis temukan ini menunjukkan 

adanya pertentangan aturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Kemenag 

RI yakni Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag RI Nomor P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dengan perlindungan wanita hamil dan 

janinnya, dimana seorang laki-laki (duda) harus menjalani kewajibannya 

dalam masa tunggu atau Syibhul ‘iddah (العدة  ketika menceraikan (شبه 

mantan istrinya sesuai surat edaran, namun disisi lain seorang laki-laki 

(duda) sudah menghamili wanita yang hamil 7 bulan. Apabila seandainya 

laki-laki (duda) menunggu Syibhul ‘iddah (العدة  nya selesai pastinya-(شبه 

wanita yang hamil 7 bulan ini tentunya sudah melahirkan terlebih dahulu 

sebelum menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. 

Penelitian ini memfokuskan pada pandangan penghulu di KUA 

Banguntapan, KUA Prambanan, KUA Mantrijeron, dan KUA Umbulharjo. 

Kantor Urusan Agama yang penulis pilih berdasarkan relevansi keahlian 

dan pemahaman penghulu terhadap problematika syibhul ‘iddah ini terjadi, 

melalui teknik purposive sampel expert (ahli) dengan mempertimbangkan 

pengalaman, kapasitas ilmu, serta adanya perbedaan pandangan di antara 

para penghulu tersebut. KUA Banguntapan sebagai lokasi yang menangani 

kasus secara langsung, sedangkan KUA Prambanan, Kua Mantrijeron, dan 

 
15 Hasil observasi penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Banguntapan, 

Kabupaten Bantul, 15 Juni 2025. 
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KUA Umbulharjo dipilih sebagai lokasi pendukung atau pembanding, 

dengan tujuan untuk memperoleh perbedaan pandangan para penghulu di 

wilayah mereka terhadap fenomena serupa, meskipun kasus tersebut tidak 

terjadi di wilayah mereka. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh 

gambaran yang lebih luas mengenai pemahaman, sikap, dan kebijakan 

penghulu terhadap pernikahan dalam masa Syibhul ‘iddah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji masalah dengan 

meneliti dan mendalami dalam penanganan kasus ini dengan judul 

“Pandangan Penghulu Terhadap Kebijakan Penolakan Permohonan 

Nikah Duda Dalam Masa Syibhul ‘Iddah Dengan Perempuan Lain 

Hamil 7 Bulan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah yang sudah penulis paparkan dalam latar 

belakang di atas, maka penulis mendapatkan identifikasi masalah yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan penghulu terhadap kebijakan penolakan 

permohonan nikah duda dalam masa Syibhul ‘iddah dengan wanita 

lain hamil 7 bulan? 

2. Bagaimana tinjauan keadilan hukum dan maṣlaḥah mursalah terhadap 

pandangan penghulu mengenai kebijakan penolakan permohonan 

nikah duda dalam masa Syibhul ‘iddah dengan wanita lain hamil 7 

bulan? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang penulis ingin capai dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi dan mengetahui pandangan penghulu yang 

menjadi dasar pemikiran terhadap kebijakan penolakan 

permohonan nikah duda talak raj’i dalam masa syibhul ‘iddah 

dengan wanita lain hamil 7 bulan. 

b. Menganalisis dan menimbang pandangan penghulu terhadap 

kebijakan penolakan permohonan nikah duda talak raj’i dalam 

masa syibhul ‘iddah dengan wanita lain hamil 7 bulan perspektif 

keadilan hukum dan maṣlaḥah mursalah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

1) Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam 

pengembangan hukum Syibhul ‘iddah bagi seorang laki-laki 

sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag RI Nomor 

P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

2) Memperkaya kajian akademis mengenai pemecahan 

problematika antara Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag RI 
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Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. 

3) Menambah referensi penelitian dalam Syibhul ‘iddah dan 

perlindungan anak yang dapat digunakan sebagai sumber 

rujukan bagi para peneliti, akademis, dan mahasiswa yang 

mendalami lebih tentang topik ini. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) 

Penelitian ini memberikan pandangan hukum dalam 

menyelesaikan problematika Syibhul ‘iddah oleh lembaga yang 

mengatur pencatatan nikah, serta membantu lembaga dalam 

mengambil sebuah kebijakan terkait penelitian ini. Selain itu 

lembaga dapat menjalankan konsep Syibhul ‘iddah yang sesuai 

dan tidak bertentangan dengan hukum lainya. 

2) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini berpengaruh dalam memberikan pemahaman dan 

pembelajaran bagi seorang laki-laki dan perempuan tentang arti 

Syibhul ‘iddah. Selain itu masyarakat dapat menjalani 

pernikahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjadi 

panduan masyarakat terkait memberikan jalan keluar terhadap 

problematika pernikahan dalam ‘iddah. 

3) Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan Legislator) 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting 

dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait 
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surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Kemenag RI. 

Data dan analisis yang dihasilkan dapat membantu dalam 

pengembangan kebijakan pernikahan dalam masa ‘iddah yang 

lebih efektif di masa mendatang. Lebih jauh, penelitian ini juga 

membantu mengidentifikasi berbagai celah hukum yang perlu 

diperbaiki dalam peraturan yang ada, sehingga dapat 

menghindari ketidaksesuaian hukum dan permasalahan yang 

lebih kompleks di masa mendatang. 

D. Telaah Pustaka 

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu pernikahan dalam masa 

‘iddah dan pernikahan karena hamil di luar nikah, baik dari perspektif 

hukum Islam, maslahah, maupun perlindungan anak. Dalam konteks 

penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005 Tahun 2021, 

penelitian Jayusman dkk menekankan bahwa surat edaran tersebut belum 

dijalankan secara efektif di KUA Kecamatan Seputih Mataram.16 Hal serupa 

juga terlihat dalam tesis Teresa yang menyoroti implikasi surat edaran di 

KUA Bandar Lampung, di mana sistem pencatatan pernikahan secara 

otomatis menolak pasangan yang masih berada dalam masa ‘iddah.17 Kedua 

 
16 Jayusman Jayusman dkk., “Perspektif Maṣlaḥah mursalah Terhadap Pernikahan Suami 

Pada Masa ‘iddah Istri Pasca Surat Edaran DirjJen Bimas Islam Nomor: P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah Istri,” El-Izdiwaj: Indonesian 

Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol 3, no. 2 (2022), hlm. 39–55,  

17 Awaluddin Teresa, “Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ Dj. 

Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang ‘iddah Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar 

Lampung),” Tesis Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, (2024), hlm iv.  
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penelitian ini sama-sama menunjukkan dinamika implementasi kebijakan 

‘iddah suami di lapangan, meski dengan fokus berbeda. 

Dalam konteks pendekatan maslahah, skripsi Ahmad Syibromalisi 

menegaskan bahwa masa ‘iddah mengandung kemaslahatan berupa 

kepastian nasab dan kesempatan berpikir ulang untuk rujuk, tetapi juga 

dapat menimbulkan kemudaratan berupa peluang nikah siri.18 Demikian 

pula, penelitian Jayusman dkk menempatkan tinjauan maṣlaḥah sebagai 

kacamata utama untuk menilai keberlakuan surat edaran, khususnya pada 

kasus suami yang menikah dalam masa ‘iddah istrinya.19 Dengan demikian, 

kedua penelitian ini menempatkan ‘iddah tidak sekadar sebagai ketentuan 

normatif, melainkan juga sebagai instrumen untuk menimbang maslahat 

dan mafsadat dalam keluarga. 

Sementara itu, dalam konteks pandangan penghulu terhadap 

kebijakan larangan menikah dalam masa ‘iddah, penelitian Cindera Permata 

menunjukkan bahwa kebijakan Kementerian Agama tahun 2021 mengenai 

pelarangan suami menikah dalam masa ‘iddah istri menimbulkan pro dan 

kontra di kalangan penghulu KUA di Yogyakarta.20 Hal ini sejalan dengan 

skripsi Hana Zaida Salwa yang membahas para penghulu memiliki 

 
18 Ahmad Syibromalisi, “Masa Tunggu Suami Pasca Perceraian Terkait Kebijakan 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P- 005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif 

Teori Maslahah,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024), 

hlm v.  

19 Jayusman dkk., “Perspektif Maṣlaḥah mursalah...," hlm. v.  

20 Cindera Permata, “When State Regulates Husband’s Idah: Pros and Cons among 

Penghulu in Yogyakarta,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 16, no. 2 (2023), hlm 281–

301. 
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pandangan beragam antara yang mendukung karena alasan perlindungan 

dan kesetaraan gender serta pencegahan poligami terselubung, dan yang 

menolak karena menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar fikih yang 

kuat.21 Kedua penelitian ini menekankan bahwa pembahasan mengenai 

pandangan penghulu tentang syibhul ‘iddah masih banyak pro dan kontra 

dalam menanggapi hal tersebut. 

Berdasarkan kajian tersebut, dapat penulis lihat bahwa penelitian 

terdahulu memiliki titik temu pada pembahasan mengenai pernikahan 

dalam masa ‘iddah maupun pernikahan akibat hamil di luar nikah. Namun, 

skripsi ini berbeda karena berfokus pada studi kasus penerapan Surat Edaran 

Dirjen Bimas Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam 

pandangan penghulu, khususnya ketika seorang suami yang masih berada 

dalam masa ‘iddah mantan istri hendak menikahi wanita hamil tujuh bulan. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum atau 

implikasi kebijakan surat edaran, tetapi juga mendapatkan pandangan 

penghulu dalam konteks kasus yang konkret. 

E. Kerangka Teoretik 

Kerangka teoritik dalam penelitian ini sangat dibutuhkan dalam mengkaji 

dan menganalisis dengan teori-teori yang relevan pada penelitian ini, teori 

dibawah ini sebagai pisau analisis dalam membedah masalah-masalah 

 
21 Hana Zaida Salwa, “Analisis Pandangan Penghulu Terhadap Ketentuan Syibhul ‘iddah 

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam 

Masa Idah Istri Dan Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam” skripsi, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (2024), hlm ii. 
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penelitian ini : 

1. Teori Keadilan (Gustav Radbruch) 

Teori keadilan hukum merupakan teori yang sangat relevan dalam 

penyelesaian masalah dilematisnya penerapan hukum terhadap 

permohonan nikah duda talak raj’i dalam masa ‘iddah dengan 

perempuan hamil 7 bulan, teori ini diungkapkan oleh Gustav Radbruch 

bahwa esensi keadilan itu intinya membentuk hubungan dalam arti 

kesetaraan, dengan demikian, pentingnya keadilan dalam penerapan 

ajaran hukum yang hakikatnya mengarah pada suatu kesetaraan.22 

Gustav Radbruch merupakan seorang ahli hukum dan filsuf asal 

Jerman yang lahir pada tahun 1878 dan wafat pada tahun 1949, ia 

seorang pemikir konsep hukum dan keadilan hukum yang fundamental 

sebelum perang dunia kedua.23 

Tiga nilai dasar hukum oleh Gustav Radbruch memiliki 

kesesuaian dengan ontologis paradigma konstruktivisme yang bercorak 

relativisme. Corak relativisme berbentuk meta-etichal relativism yakni 

pandangan bahwa nilai-nilai moral tidak bersifat universal dan absolut, 

melainkan selalu bergantung pada konteks sosial, keyakinan, serta 

kehendak manusia yang beragam menurut Torben Spaak.24 

 
22 Emil Lask dkk., ed., The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin (London: 

Harvard University Press, 1950). hlm. 112.  

23 Anisyaniawati Anisyaniawati dkk., “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran 

Gustav Radbruch,” Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol 2, no. 1 (2024), hlm. 6. 

24 Torben Spaak, “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch,” Law and 

Philosophy, Vol 28 (Juli 2008), hlm. 266. 
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Adapun tiga nilai dasar hukum oleh pemikiran Gustav Radbruch sebagai 

berikut : 

a. Keadilan Hukum 

Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai utama 

dibanding dengan dua nilai lainnya seperti dalam jurnalnya 

Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). Radbruch 

menilai suatu peraturan atau hukum yang tidak didasarkan nilai 

moralitas menjadi hukum yang cacat, begitu juga hukum atau 

peraturan yang tidak didasarkan keadilan hukum maka hilang 

hakikatnya. 

Menurut Dietmar Von De Pfordten, keadilan merupakan the 

idea of law dalam gagasan radbruch yang mendefinisikan bahwa 

hukum suatu realitas yang bertujuan menciptakan nilai hukum 

tertinggi yakni keadilan sebagai idea of law. Nilai keadilan ini 

seharusnya menjadi dasar penting terhadap semua sistem penegakan 

hukum, baik itu instansi penegak hukum maupun peraturan 

perundang-undangan.25 

Radbruch berpendapat bahwa suatu peraturan perundang-

undangan yang yang tidak menerapkan nilai keadilan tentunya akan 

menimbulkan ketidakadilan pula dalam masyarakat, sehingga 

peraturan perundang-undangan haruslah didasarkan nilai keadilan 

 
25 Ibid., hlm. 267-268. 
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yang selalu dihubungkan dengan moralitas masyarakat.26 Sesuai 

dengan pernyataan Heather Leawoods bahwa moralitas yang 

berkeadilan menjadi sumber kekuatan yang mengikat pada suatu 

peraturan perundang-undangan.27 Radbruch menunjukkan bahwa 

aksiologi dalam membentuk suatu aturan hukum berlandaskan 

moralitas (keadilan). 

Radbruch menyatakan bahwa peraturan perundang-

undangan yang tidak berlandaskan nilai keadilan akan menimbulkan 

sifat kesewenang-wenangan hakim dalam menerapkannya.28 Seperti 

ungkapan Robert Alexy bahwa kasus-kasus yang terjadi pada 

kehidupan sehari-hari selamanya tidak bisa diselesaikan melalui 

peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pihak yang 

berkuasa karena sebagian dari undang-undang tersebut tidaklah adil 

dalam penerapannya.29 

b. Kepastian Hukum 

Radbruch mengungkapkan pentingnya kepastian hukum dengan 

memberikan ketegasan, prediktabilitas, dan stabilitas pada suatu 

hukum sehingga dapat menciptakan ketertiban dan keamanan. Oleh 

 
26 Muh Afif Mahfud, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (Sukoharjo: Yoga Pratama, 2024), 

hlm. 38. 

27 Heather Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,” 

Washington University Journal of Law & Policy, Vol 2, no. 1 (2000), hlm. 511. 

28 Frank Haldemann, “Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law,” Ratio 

Jurisprudence, Vol 18, No. 2 (2005), hlm 165. 

29 Mahfud, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum..., hlm. 41. 
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karena itu adanya peraturan undang-undang itu lebih baik daripada 

tidak ada peraturan undang-undang.30 

Kepastian hukum selalu berkaitan terhadap suatu hukum 

yang terpositivisasi serta tertuang dalam aturan berbentuk tertulis. 

Menurut pandangan Humberto Avila, salah satunya mengatakan 

bahwa kepastian hukum menjadi elemen penting di antara keadilan 

dan kemanfaatan hukum, kepastian hukum menjadi elemen intrinsik 

yang berguna menjaga kesewenang-wenangan dan kesetaraan 

hukum sebagaimana yang diungkap oleh pandangan Bobbio.31 

Kepastian hukum memiliki makna dalam peraturan 

perundang-undang yang menunjukkan koheren, jelas, serta tidak 

mengandung ambiguitas. Seperti pandangan Lon L. Fuller tentang 

karakteristik hukum, kepastian dalam hukum merupakan dimensi 

statis yang berkaitan langsung terhadap kualitas yang harus dimiliki 

oleh hukum.32 

c. Kemanfaatan Hukum 

Radbruch menilai bahwa kemanfaatan hukum menjadi salah satu 

bagian dari keadilan hukum, yang mana kemanfaatan hukum atau 

expediency merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai masyarakat 

 
30 Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946),” Alih bahasa 

Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, Oxford Journal of Legal Studies, Vol 26, no. 

1 (2006), hlm. 6. 

31 Mahfud, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum,... hlm. 46. 

32 Ibid.,  hlm. 47. 
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serta memiliki public benefit (kemanfaatan). Radbruch 

mengungkapkan bahwa kemanfaatan hukum tercipta ketika  

kepentingan masyarakat juga tercipta.33 

Kepentingan individual merupakan kepentingan bagi 

masing-masing orang, kepentingan publik merupakan kumpulan 

dari beberapa kepentingan individu. Oleh karena itu kepentingan 

publik akan tercapai ketika hak-hak masyarakat terpenuhi serta 

kesetaraan akses.34 

Kemanfaatan hukum tentunya hukum bukan hanya terkait 

pada formal legalitas saja melainkan perlu adanya aspek sosiologi 

dan aksiologisnya dengan memperhatikan tingkah laku manusia 

dalam menentukan hukum.35 

Teori keadilan hukum ini dapat diartikan sebagai upaya dalam 

memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua orang, yakni bagi 

istri yang baru diceraikan sedang menjalani ‘iddah dan begitu pula 

suaminya, selain itu juga adanya perempuan yang dihamili suami yang 

sedang mengandung 7 bulan. Oleh karena itu, teori keadilan hukum 

Radbruch dapat digunakan sebagai landasan dalam menimbang antara 

suami menunda pernikahan hingga ‘iddah-nya selesai atau memberikan 

 
33 Mireille Hildebrandt, “The Indeterminacy of an Emergency: Challenges to Criminal 

Jurisdiction in Constitutional Democracy,” Criminal Law and Philosophy, Vol 4, no. 2 (2010), hlm. 

172. 

34 Mahfud, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum,... hlm. 51. 

35 Ibid., hlm. 52. 
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solusi alternatif yang tepat dalam menjamin hak-hak perempuan hamil 

berserta anak dalam kandungannya. 

2. Teori Maṣlaḥah Mursalah (مصلحة مرسلة) 

Maṣlaḥah mursalah berasal dari dua kata, yakni maṣlaḥah dan 

mursalah, secara bahasa kata maṣlaḥah dari bentuk masdar  صلح yang 

bermakna sesuatu yang baik, kemanfaatan, dan kebaikan. Kata mursalah 

 ,memiliki makna terlepas dan bebas. Dengan demikian (المرسلة)

maṣlaḥah mursalah adalah upaya akal dalam menetapkan hukum 

dengan melihat kebaikan dan kemanfaatan (maṣlaḥah), yang tidak 

terdapat dalil nash maupun ijma’nya serta tidak ada pertentangan 

terhadap dalil nash namun maṣlaḥah didukung oleh syariat.36 

Berdasarkan pengertian di atas dalam membentuk hukum 

berdasar kemaslahatan hanyalah untuk mendapatkan kemaslahatan 

manusia, artinya mencari yang menguntungkan dan meninggalkan 

kemadharatan (keburukan). 

Imam Al-Ghazāli berpendapat dalam kitab al-Mustaṣfā 

معيّ :yakni ,(المستصفى) نص  بَّلاعتبار  ولا  بَّلبطلان  الشرع  من  له  يشهد  لم   bahwa ما 

maṣlaḥah mursalah adalah sesuatu hal yang maslahat (kebaikan) yang 

tidak terdapat bukti dari syara’ (شرع) dalam bentuk nash tertentu yang 

membatalkannya ataupun memperhatikannya37. Definisi ini dapat 

 
36 Darmawati H, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 69-70. 

37 Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, al-Mustaṣfā, taḥqīq Muḥammad 

‘Abd al-Salām ‘Abd al-Shāfī, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), I:174. 
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disimpulkan bahwa maṣlaḥah mursalah merupakan sesuatu hal yang 

mengandung kebaikan dan kemanfaatan oleh akal sehat yang tidak 

adanya dalil nash serta tidak ada penolakan terhadapnya dan sejalan 

dengan tujuan syariat. Menurut nukilan Asy-Syathibi dalam kitab al-

I‘tiṣām (الاعتصام), yakni : 

والثالث: ان حاصل المصالح المرسلة يرجع الى حفظ امر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين،  

( يتُ الواجب الا به، فهي   ١( الى حفظ الضروري من بَّب ما )لا( )٨وايضا )فرجوعها( )

التخفيف لا الى   المقاصد، ورجوعها الى رفع الحرج راجع الى بَّب  اذا من الوسائل لا من 

 .38التشديد

Imam Malik menjelaskan bahwa maṣlaḥah mursalah adalah 

kemaslahatan yang berlandaskan pada tujuan, prinsip, serta dalil-dalil 

syariat. Kemaslahatan ini berfungsi mengatasi kesempitan hidup, baik 

dalam hal yang bersifat primer (ḍarūriyyah/ضرورية) maupun yang 

bersifat sekunder (ḥājiyyah/حاجية). 

Asy-Syathibi dalam kitab al-I‘tiṣām (الاعتصام) berpendapat 

bahwa : 

وعلى الجملة فغير مالك ايضا موافق له في ان اصل العبادات عدم معقولية المعنى، وان اختلفوا  

في بعض التفاصيل، فالاصل متفق عليه بيّ الامة، ما عدا الظاهرية؛ فانهم لا يفرقون بيّ  

 
38 Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Syāṭibī, al-I‘tiṣām, taḥqīq 

wa dirāsah Hishām bin Ismā‘īl al-Ṣīnī, cet. ke-1 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nasyr wa al-

Tawzī‘, 1429 H/2008 M), III: 40–41. 
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العبادات والعادات، بل الكل تعبد غير معقول المعنى، فهم احرى بَّن لا يقولوا بَّصل المصالح،  

 .فضلا عن ان يعتقدوا المصالح المرسلة

والثاني ان يلائم تصرفات الشرع، وهو ان يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة 

بسطه  من  بد  ولا  المرسلة،  بَّلمصالح  المسمى  المرسل  وهو الاس تدلال  معيّ،  دليل  بغير 

 .بَّلامثلة حتى يتبيّ وجهه بحول الله تعالى

والثالث ان حاصل المصالح المرسلة يرجع الى حفظ امر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين،  

وايضا يرجع الى حفظ الضروري من بَّب ما لا يتُ الواجب الا به، فهي  اذا من الوسائل لا 

 .39من المقاصد، ورجوعها الى رفع الحرج راجع الى بَّب التخفيف لا الى التشديد

Asy-Syathibi memberikan kriteria yang perlu diperhatikan dan dijaga 

dalam menciptakan hukum maslahah, yakni : 

1. Hendaklah maṣlaḥah (مصلحة) dapat diterima oleh logika akal yang 

mana ada unsur rasionalitas, namun perlu diingat bahwa maṣlaḥah 

tidak berkenaan dalam ibadah karena asas ibadah itu tanpa melihat 

kepada sebab dan ‘illah 

2. Maṣlaḥah (مصلحة) harus sesuai dengan maqāṣid syarī‘ah            

 secara umum, yakni dengan syarat maṣlaḥah tidak ada (مقاصد الشريعة)

pertentangan dengan salah satu syariah dan dalil yang qaṭ‘ī (قطعي), 

begitu sebaliknya maṣlaḥah mesti sejalan dengan tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai oleh Syariah dan termasuk dalam kategori 

maṣlaḥah yang telah ditegaskan oleh syariah secara jelas, ataupun 

 
39 Ibid., III: 12 dan 40-41. 
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yang hampir serupa dengannya walaupun tanpa dalil khusus. 

3. Maṣlaḥah ini berkaitan dengan maṣlaḥah ḍarūriyyah / مصلحة ضرورية     

(memelihara asas kehidupan manusia seperti agama, nyawa, akal, 

keturunan, dan harta) atau berkaitan dengan mengangkat beban 

menyusahkan yang mendatangkan mudharat dalam agama. 

Teori maṣlaḥah mursalah menjadi pisau analisis dalam 

menelaah permasalahan antara duda talak raj’i dengan wanita hamil 7 

bulan untuk dilangsungkan pernikahan atau menunda dalam masa 

Syibhul ‘Iddah nya. Hal ini menjadi landasan dalam menganalisis 

pertimbangan maslahat dan mafsadat untuk problematika Surat Edaran 

Dirjen Bimas Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

tentang masa ‘iddah. 

F. Metode Penelitian 

Metode  penelitian merupakan upaya ilmiah untuk menelusuri dan 

menyelidiki dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta 

menarik kesimpulan untuk memecahkan suatu masalah atau menguji 

hipotesis.40 Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

studi lapangan (field research) dengan metode kualitatif, yaitu proses 

 
40  Rifai Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 

1-2. 
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mengolah dan menyusun dalam menafsirkan data non-numerik seperti, 

wawancara, dokumen, gambar, atau rekaman dengan tujuan 

memahami fenomena, makna, pola, serta hubungan yang muncul dari 

data tersebut41. Penelitian dengan sumber data primer yang diperoleh 

langsung di lapangan melalui pengamatan/observasi, dan/atau 

wawancara yang berkaitan erat dengan penyelesaian masalah dalam 

penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan penghulu KUA 

Banguntapan, KUA Prambanan, serta KUA Umbulharjo untuk 

mengetahui pandangan dan kebijakan mereka terkait problematika 

syibhul ‘iddah khususnya kasus penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, ialah penelitian 

menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis tentang hasil 

penelitian yang diperoleh dari subjek atau objek penelitian, kemudian 

dianalisis dengan teori-teori yang akan digunakan penulis.42 adapun 

penelitian ini akan mengkaji pandangan penghulu terhadap persoalan 

hukum terkait permohonan nikah duda talak raj’i dalam masa ‘iddah 

dengan perempuan hamil tujuh bulan, dengan ketentuan syibhul ‘iddah 

pada Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 

Tentang ‘Iddah Suami, kemudian dianalisis menggunakan teori 

 
41 Zuchri Abdussamad, “Buku Metode Penelitian Kualitatif,” preprint, OSF, 11 Januari 

2022, hlm. 79. 

42 Manotar Tampubolon, Metode Penelitian, ed. Neila Sulung (Solok: PT Global Eksekutif 

Teknologi, 2023), hlm. 28.  
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Keadilan Hukum (Gustav Radbruch) dan Maṣlaḥah mursalah 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang diterapkan penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum yuridis-sosiologis. yuridis merupakan 

pendekatan masalah untuk mengkaji konsep hukum, asas hukum, 

kaidah hukum, atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Sosiologis 

merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengamati reaksi, 

perilaku, dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut 

bekerja di dalam masyarakat (law in action).43 Dengan demikian 

pendekatan yuridis-sosiologis adalah metode penelitian hukum yang 

berfokus pada kebijakan penolakan namun bukan hanya meneliti 

sistem norma dalam perundang-undangan tentang syibhul ‘iddah 

maupun UU Perlindungan anak, melainkan memastikan juga 

penerapan hukum yang sesuai atau tidak terhadap perundang-

undangan melalui pandangan kebijakan KUA Banguntapan dalam 

menghadapi kasus tersebut. 

4. Sumber Data 

Penelitian ini mengambil data dengan sumber data ini diklasifikasikan 

menjadi 3 (tiga), yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan 

sumber data tersier. 

a) Data Primer 

 
43 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Cet-1, ed. oleh Muhammad 

Tajuddin (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 40-41. 
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Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan alat 

pengumpulan data terhadap subjek penelitian sebagai sumber 

informasi yang dituju; 

1) Wawancara terhadap penerapan kebijakan penolakan oleh Kepala 

Kantor Kementerian Agama (KUA) Banguntapan sebagai tempat 

yang menghadapi kasus permasalahan penelitian secara 

langsung; 

2) Wawancara terhadap pandangan satu penghulu pada masing-

masing KUA, yakni Penghulu Madya KUA Prambanan, Kepala 

KUA Mantrijeron dan Penghulu Madya KUA Umbulharjo 

sebagai pembanding dan pendukung pandangan di luar KUA 

yang menangani kasus tersebut 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan yaitu data yang diperoleh bukan dari data 

penelitian lapangan langsung melainkan dari kepustakaan atau 

literatur yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder tersebut : 

3) Undang-Undang, Putusan Hakim, Kompilasi Hukum Islam, 

Surat Edaran, Kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan 

perkawinan, talak, ‘iddah, dan nasab. 

4) Literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil 

penelitian, dan tulisan akademik yang relevan dengan 

permasalahan penelitian. 
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c) Data Tersier 

Data tersier yaitu bahan hukum yang tidak mengikat untuk memberikan 

petunjuk dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder,  

seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), website, 

Ensiklopedia hukum Islam ataupun sumber lain yang relevan dalam 

penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data oleh penulis yang dilakukan dalam 

penelitian  ini adalah observasi dalam memahami kasus di KUA 

Banguntapan sekaligus mewawancarai Kepala KUA tersebut, 

wawancara kepada penghulu KUA Umbulharjo, KUA Mantrijeron, 

dan KUA Prambanan. Teknik wawancara untuk mendapatkan 

pemahaman mendalam terkait pandangan, pengalaman, dan Perspektif 

oleh subjek dengan penelitian ini44. serta dokumentasi  atau studi 

kepustakaan melalui Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-

005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021, surat penolakan kehendak kawin, data 

literatur, artikel,  maupun buku yang relevan dalam menghadapi kasus 

tersebut. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini 

dengan teknik yang diciptakan oleh Miles dan Huberman dengan 

 
44 Feny Rita Fiantika dkk., Metodologi penelitian kualitatif, ed. oleh Yuliatri Novita dan 

Ari Yanto, cet-1 (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 12. 
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metode analisis data interaktif. Mereka menjelaskan dalam analisis 

data kualitatif dengan metode induktif menggunakan tiga tahapan 

berupa, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan45. 

Penulis mengumpulkan data penelitian berupa bahan hukum primer 

dan bahan hukum lainnya kemudian dianalisis melalui teori-teori yang 

ada. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan memberikan gambaran dan mempermudah 

mengetahui komponen-komponen penulisan skripsi ini, maka penulis 

secara garis besar menggunakan sistematika pembahasan yang diuraikan 

dalam beberapa rangkaian sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang 

untuk mengetahui alasan penulis meneliti ini, rumusan masalah dalam 

membatasi arah penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian ini. Telaah 

pustaka guna menunjukan perbedaan dengan penelitian terdahulu. 

Kerangka teori yang menjelaskan dasar teori penelitian dalam menjawab 

masalah. Sistematika pembahasan guna mengetahui alur isi penelitian ini. 

Metode penulisan yang digunakan meliputi: jenis penelitian, sifat 

penelitian, dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan 

data, serta tahap analisis data. 

Bab kedua, Bab ini secara garis besar membahas ‘iddah dan syibhul 

 
45 Matthew B. Miles dkk., Qualitative Data Analysis, 3 ed. (California: SAGE Publication, 

2014), hlm. 12-14. 
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‘iddah. Pembahasan akan diawali dengan penjelasan tentang 

pengertian/konsep, dasar hukum, dan hikmah ditetapkannya. Selanjutnya 

bab ini menjelaskan surat edaran dan kerangka teoritik yang digunakan 

berupa keadilan hukum dan maṣlaḥah mursalah 

Bab ketiga membahas kasus dan kebijakan yang dikeluarkan KUA 

Banguntapan dan profil singkat dari penghulu di KUA Banguntapan, KUA 

Prambanan, KUA Mantrijeron, dan KUA Umbulharjo. Penulis 

mendeskripsikan pandangan penghulu dari hasil wawancara terkait 

kebijakan penolakan permohonan nikah duda talak raj‘i dalam masa syibhul 

‘iddah dengan wanita lain yang dihamilinya, termasuk dasar hukum yang 

digunakan, mekanisme pertimbangan dalam menerima atau menolak 

permohonan nikah, 

Bab keempat menguraikan dan menganalisis pandangan para 

penghulu pada kebijakan penolakan permohonan nikah duda talak raj‘i 

dalam masa syibhul ‘iddah dengan wanita lain yang dihamilinya, berupa 

kemaslahatan yang ditimbulkan, serta keadilan hukum yang diterapkannya. 

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari 

keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan saran yang berupa kritik, 

masukan, atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 

penulis memberikan kesimpulan menjadi dua poin : 

1. Pandangan penghulu KUA di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terpilih 

terhadap kebijakan permohonan duda syibhul ‘iddah terhadap 

perempuan lain hamil 7 bulan terdiri dari 2 versi, yaitu mendukung dan 

menolak/resisten; 

a. Pandangan penghulu KUA Prambanan, KUA Mantrijeron, dan KUA 

Banguntapan yang memberikan dukungan terhadap kebijakan 

penolakan permohonan nikah dengan dasar argumentasinya berupa 

kepatuhan sebagai penghulu terhadap kebijakan surat edaran Dirjen 

Bimas Islam, perlindungan terhadap kehormatan dan psikologi 

mantan istri yang diceraikannya, pengoptimalan fungsi surat edaran 

dalam mencegah terjadinya poligami terselubung, serta 

mengupayakan kemaslahatan anak melalui solusi hukum yang 

diberikan berupa pemenuhan hak asal usul anak/pengakuan anak 

yang diupayakan hukum melalui penetapan pengadilan, pemberian 

hak nafkah yang dibebankan kedua orang tuanya atau keluarganya, 

memberikan wasiat wajibah sebagai hak waris yang ditinggalkan 

oleh orang tuanya seperti hak wasiat wajibah anak angkat. Selain itu, 
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KUA Mantrijeron memberikan dukungan dengan mengarahkan 

permohonan agar diupayakan nikah melalui penetapan pengadilan.  

b. Pandangan penghulu KUA Umbulharjo yang menolak/resisten 

terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah dengan alasan 

bahwa surat edaran tidaklah memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat, kemaslahatan anak yang dianggap daruriyat dalam 

maqāṣid syarī‘ah, ketiadaannya dasar konsep syibhul ‘iddah dalam 

fiqh klasik, serta memberikan kepastian status hukum dan 

perlindungan anak yang lebih penting daripada menelantarkannya. 

2. Menurut perspektif keadilan hukum Gustav Radbruch, penghulu yang 

mendukung kebijakan penolakan permohonan nikah menitikberatkan 

pada kepastian hukum administratif dan perlindungan mantan istri, 

namun penerapannya cenderung parsial karena mengabaikan dampak 

buruk terhadap hak dan kepastian status hukum anak karena solusi 

hukum yang ditawarkan bersifat reaktif. Sebaliknya, penghulu yang 

resisten/menolak terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah 

menekankan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum yang 

mempertimbangkan perlindungan anak sebagai subjek hukum paling 

rentan serta keselarasan hierarki peraturan perundang-undangan. 

Menurut perspektif maṣlaḥah mursalah, dasar pemikiran penghulu yang 

mendukung terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah belum 

sepenuhnya memenuhi kriteria kemaslahatan karena tidak bersifat 

kulliyah dan berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar. 
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Sebaliknya, penghulu yang resisten memandang kemaslahatan harus 

ditempatkan pada perlindungan anak yang paling rentan dengan 

menekankan ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-nafs serta pencegahan mafsadat 

darurī, sehingga lebih sejalan dengan prinsip maṣlaḥah mursalah. 

B. Saran 

Saran penulis terhadap penelitian selanjutnya dengan tema syibhul ‘iddah 

agar bisa mewawancarai terhadap tokoh pemuka agama sekaligus pihak 

yang berwenang lebih tinggi dari penghulu dengan harapan bisa melihat 

argumen yang lebih komprehensif. Terkait permasalahan permohonan nikah 

yang serupa diharapkan bisa mewawancarai hakim dengan pertimbangan 

yang lebih mendalam. 

Bagi pembuat kebijakan surat edaran, yakni Dirjen Bimas Islam 

yang menaungi Kantor Urusan Agama menyarankan ketika membuat setiap 

kebijakan yang berkaitan langsung terhadap penghulu, seperti pencatatan 

pernikahan, penolakan administrasi, dan yang berkaitan lainnya, agar bisa 

berdiskusi atau musyawarah secara langsung baik dengan perwakilan 

maupun keseluruhan. Hal ini penulis beralasan bahwa beberapa penghulu 

selama penelitian banyak yang mengeluhkan bahwa SE syibhul ‘iddah 

ketika menghadapi permasalahan yang terjadi masih kebingungan dan 

menjadikan SE kurang tepat. 

Bagi Penghulu KUA sebagai tujuan pemberlakuan Surat Edaran 

Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Penulis 

menyarankan agar mengadakan sosialisasi di wilayah yuridiksinya, agar 
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pesan dan pemahaman surat edaran dapat tersampaikan kepada masyarakat, 

serta menghindari adanya kasus yang serupa. 
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